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Dikatakan demikian, karena nilai-nilai yang terkandung dalam kedua
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Direktorat Jenderal Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum
(Jakarta: t.p., 2001),18



memberi peluang dispensasi bagi seseorang yang belum mencapai usia nikah
tersebut dengan alasan tertentu, serta dengan mekanisme yang telah diatur
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Berdasarkan paparan diatas maka penulis sangat tertarik untuk
meneliti hal ini lebih lanjut dalam bentuk kajian dan sajian ilmiah atau skripsi

dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Sumberarum Kecamatan
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1998), 34.



rujukan dan sebagai tempat bertanya perihal permasalahan
masyarakat.

3. Undang — Undang No. 16 Tahun 2019: Perubahan norma

A
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini
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E. Tujuan Penulisan
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Begitu pula dalam tafsir Al-Misbah, makna kata dasar rushdan adalah
ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini, lahir kata rushd yang bagi manusia

adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap
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penuh dengan masalah yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut
belum menikah.Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang
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I. Sumber Hukum / Dasar Hu

pada dasarnya, dalam fikih tidak

tentang) batas Tidak adanya

m* r%mal da ksimal untuk

agama &t
*elon

gkan*r

bagi manusia

ve.ij.c c.u:\j 4.“‘} 4.1.»..&3 Z).A :UJ\ e.@..\.&.\ ;‘Jﬁﬁ \jJ}SJ

inya: ,w inkanlah ora yang sendirian di antara
orang-or dari hamha
aki dan ham )8 sehayaniu yang pere p

ba sahayamu
. Jika mereka

sangat penting dalam perkawinangUsia dewasa dalam figh ditentukan dengan

tandaU/Nu. G ] R I secara umum
antar a, ihtilam bagi
pria cha ada'NaanN]aI Edaﬁur en'Ban)QNn 31 Dengan

terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang

® Armia, Fikih Munakahat (Medan: Manhaji, 2018), 235.
" Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar Mulia,
2012), 64.
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melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam
sering diidentikkan dengan baligh. Apabila terjadi kelainan atau

keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia

yang biasanya seseorang te geluarkan air mani bagi pria atau
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ode balighnya

da baligh.

*gel*arkan tan
n* Unda
S A

sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

7/ cof AN ‘=z W

Perkawinan  seperti yang diamanatkan =~ Mahkamah  Konstitusi

SICERY ¥, 12 >D®IY >

(MK). UU Perkawinan yang baru mgn'gubah batas minimal menikah laki-laki
2% F RS

No. 16 Tahun

itian, peneliti
Penamaan pendekatan tersebut

jika ditinjau dari pola pe n metodenya. Jika ditinjau dari sudut

kajianaya, Bpendekat i anjitia ne
R o o
kBud@me‘r'ntL@ jeN pfliti@yarolilaR(arOIeh karenanya,

penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Sosiologis

an ini adalah

eh peneliti ini

dan secara spesifik merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum.

8 Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, 1-3.
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Jenis ini diambil atas dasar kekuatiran yang sangat mendasar akan
ketidakefektifan penerapan sebuah peraturan hukum di Desa

Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.’

2. Sumber Data
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® Adaptasi terhadap latar belakang penggunaan penelitian hukum yang bersifat
sosiologik menurut Soetandyo wignyosoebroto dalam Soejono dan Abdurrahman, Metodologi
Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 111-112.
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kesamaan karakteristiknya. Langkah ini akan mempermudah proses pada
tahapan selanjutnya, yaitu proses analisis. Setelah pengklasifkasian

dengan kode tertentu, kemudian dilanjutkan dengan pencatatan secara

konsisten dan sistematis, b am bentuk tabel maupun dalam bentuk

yang lainnya.’

penelitian ini.
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9 Bambang Sunggono, Motode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003), 125

' Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakareta: Rake
Sarasin, 1989), 69.
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datang dari dalam maupun dari luar, seperti akibat pengaruh orang ketiga
atau sikap dan prilaku narasumber dan/atau peneliti. Data autentik

dipaparkan sesuai dengan pengklasifikasiannya masing-masing.*?

K. Sistematika Pembahasan
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12 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
68.



